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! PENDAHBULUAN

A. Latar Belukang

Indonv?gsia dikenal sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di
dunia, beragaii'na Islam secara nominal, Dengan demikian, Islam menjadi faktor
penting yang' harug dipertimbangkan jika ingin mempelajari dan memahémi
politik di Indonesia.’ Kemudian jika bicaia Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari
Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yang
mewakili ku:tub yang berbeda. Muhammadiyah mewakili kutub modemis,
sedangkan NU mewakili kutub tradisional. Sekalipun akhir-akhir ini ( sejak tahun
1990-an ) istilah dikotomis antara “tradisional-modern™ dirasakan tidak relevan
lagi untuk diajlamatkan kepada gerakan-gerakan keagamaan (Islam ) di Indonesia.
Namun kalau_ orang bic-ara tentang gerakan Islam 4i sekitar permulaan abad ke-20
tentu nal itugmasih sangat relevan.” Namun menurut Kuntowijoyo, terkikisnya
dikotomi antara modernis dengan tradisional sejak pemakaian buku standar
nasional pada semua tingkatan pendidikan agama.> Muhammadiyah berbasis
urban atau kota, pedagang, dan pegawai sedangkan NU berlatar belakang petani,

pedesaan dan pesantren. Muhamimadiyah menghasilkan intelektual, sedangkan Nu
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menghasilkan ulama’.* Namun kajian ini hanya akan menyoroti lebih dalam

tentang -Muhilmmadiyah sebagai gerakan modernis atau gerakan reformis di
Indonesia. |

D!idirikan oleh KH. Ahimad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912

atau pada‘tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Kota Yogyakarta, kota yang disebut

sebagai jz;ntung ibukota kebudayaan Jawa.®> Secara internal ada dus hal yang

dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah ,

sebagaimana yang diungkap kembali oleh Amien Rais,® sebagai berikut:

“...Pertama, melepaskanumatislam darn kungkungan

. tahayul, bid’ah, khurofat yang membelenggu Umat Islam dari

penuhanan tauhid yang benar, yang kedua, memajukan pendidikan

, Islam dengan memberikan angkalan mudanya ilmu-ilmu barat

* dalam rangka merebut kembali kebahagiaan keduniaan yang harus
; dikejar oleh umat Islam.”

Sedangkan secara ckstermal, KH. Ahmad Dahlan mendirikan

Muhamimadiyah adalah sebagai reaksi atas aktifitas misionaris Kristen ( Misi

Kathiolikjj dan Zending Protestan ), teruta di sekilar Jawa 'I"engah dan
Jogjakarta.” alasan lainnya karena pengaruh nasionalisme pada abad
permulaan abau ke- 20 yang banyak bertumpu pada kata kunci “

nasionaliSme” -yang berarti paham yang mementingkaperbaikan dan
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kesejahteraan nation atau bang_sa.6 Sejak awal didirikan, Muhammadiyah
dimaksud]%an sebagai organisasi dakwah dan peﬂdidikan ( organisasi sosial-
keagamaéxj} ), buka sebagai organisaéi politix. Oleh karena itu, politik dasar
) Muhamma:diyah ‘adalah sikap yang moderat, kooperatif, dan tidak menjadi
oposan. Dalam menghadapi gelombang perubahan politik Muhammadiyah
selalu hati-hati dan bersikap lentur. Fenomena ini menimbuikan kesan yang
positif bagi pemerintah Belanda yang menganggap Muhammadiyah tidak
membahag;?akan eksistensi kolonial mereka.” Hal ini karena Muhammadiyah
adalah organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah dan
pendidika;l. Dimana pendidikan sendiﬁ menjadi salah satu bisi dari politik etis
yang dilakéukan Belanda vang di usulkan oleh Van Deventer. Dimana masalah
. pendidikan hampir tidak tergarzp dan memang sengaja tidak di garap sebelum
politik ét‘is di cetuskan.'® Padahal secara jangka panjang pendidikan
sebenamy? mempunyai ancaman yang serius bagi kelangsungan kolonialisme
belanda siendiri, mengingat bahw apendidikan merupakan politik jangka

panjang. ﬁ '

‘K(j)mitmen Muhammadiyah untuk lebih mengutamakan bidang
dakwah,pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di wujudkan dengan tegas
bahQa Muhammadiyah terlepas dari politik . Hal ini tidak berarti bahwa
.Muhamm;adiyah anti politik, karena bagaimanapun Muhammadiya.h pasti
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terlibat a:tau turut bermain dalam politik." Namun keterlibatan
Muhammzfdiyah dalam politik semata-mata hanya untuk kepentingan dakwah
itu sendin’% bukan yang lainnya.m belum pernah dan barangkali tidak akan
pernah berubah menjadi organisasip atau partai politik .'?

Sel:uigai contoh, pada masa koionial Bela;nda, Muhmnrﬁadiyah
menentang adanya ordonansi guru tahun 1925 yang dimotori oleh tokoh-tokoh
Muhammadiyah seperti Haji Rosul, Sutan Mansur, dan HAMKA.. Juga pada
masa pen&udukan Jepang dimana KH. Mas Mansur masuk kedalam empat
serangkai bersama Sukarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, Muhammadiyah
juga mengeluarkan fatwa bahwa lara;lgan melakukan saikere’ di sekolah-
sekolah atau pertemuan-pertemuan Muhammadiyah .Pada masa proklamasi
kemerdekaan pun Muhammadiyah terlibat dalam penyusunan konstituante
dengan menyetujui penghapusan sembilan kata dalam pembukaan UUD 1945.

Keiterlibatan, Muhammadiyah dalam politik dilanjutkan saat
Muhammadiyah masuk menjadi anggota Masyumi, balikan Muhammadiyah
menjadi mayoritas dalam Masyumi dengan persentase rata-rata 55 % dalam
kepengurusan.”” Dan menjadikan Masyumi sebagai “tangan politik “ atau
sebagai « fpenyalur politik ' Apalagi Muhammadiyah waktu itu tidak ada

wadah lain selain Masyumi, bahkan dalam sidang konstituarite,
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Muhammadiyah mengusulkan konsepsi negara Islam hasil muktamar di
Purwokerfo tahun 19537 Di akhir orde lama, Muhammadiyah
bahkanmeingeluarkan fatwa bahwa “ membubarkan PK1 adalah ibadah” ‘*dan
dengan di bubarkannya Masyumi tahun 1960, Muhammadiyah dipaksa
mundur dém’ keteflibatan dalam dunia politik praktis. Kendatipun ada usaha
terlibat lagi dalam politik lewat pendirian Parmusi pada awal ord baru dan
ternyata gagal. Walaupun Muhammadiyah mendapatkan pengakuan sebagai
organisasi'yang mempunyai fungsi politik yang nyata,

Be;i'lgaca dari pengalaman yang pahit kektika terjun dalam politik
praktis, rd;aka Muhammadiyah mengambil sikap untuk melepaskan diri dari
parpol manapun dan sejauh mungkin untuk bersifat netral tanpa harus
kehilangan jati diri sebagai gerakan reformis, hal ini sebagai keputusan dar
Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang- tahun 1971, dimana
Muhammadiyai: tidak akan berafiliasi dengan parpol manapun. Tetapi dengan
catatann bahwa para anggota Muhammadiyah bebas untuk menyalurkan
aspirasi politiknya melalui parpol yang tidak merugikan Islam. Keputusan ini
sesual dengan kondisi waktu itu, karena negara { Orde Baru ) telah melakukan
upaya-upaya sistematis dan beransur-ansur mengambil alih peranan sosial
politik yang sebelumnya berada di pihak Islam ( era Masyumi). Dimana waktu
itu muncul wacana “ Islam Yes”, “Partai Islam No” ? ” yang dilontarkan oleh

Nurcholish Majid, Atau dengan kata lain sebagai “Selamat Tinggal Nashir”

) 16 Suwarno, Op. Cit, hal 3
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“Selamat iDatang Nurcholish Majid” atau “Selamat Tinggal Orde Lama
“Selamat Datang Orde Baru”.

Khiothoh Muhammadiyah 1971 ini menurut Din Syamsudin disebut
sebagai “I;’(;litik Alokatif” . Istilah ini mengandung arti bahwa aktifitas politik
Muhammédiyah (iiupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu dl dalam
kerangka idiologi negara, yang dimaksud dengan nilai-nilai teertentu adalah
prinsip-pri;nsip Islam yang ditanamkan ke dalam proses pembangunan
berdasar i’ancasila. Penerapan politik alokatif im1 nampak terlihat masa
kepemimﬁinan KH. AR Fachrudin yang terkesan inklusif dan “njawani” yang
sama dengan gaya kepemimpinan pengusa Orde Baru saat itu, Soeharto yang
juga nj awa;mi.

Pe:’rilak_u politik Muhammadiyah mengalami perubahan setelah Amieﬁ
Rais menjadi ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah di
Banda Aceh tahun 1995. Dimana dalam salah satu program kerjanya
mem%ukkan High Politik dalam pendahuluan program kerja Muhammadiyah
periode i_995-2000. Dengan dasar high politics inilah Muhammadiyah
kembali kritis kepada pemerintah yang berkuasa setelah sekian lama bersifat
ak(-)modatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap krtis
Muhamma}diyah ini diantaranya dengan memunculkan isu suksesi nasional,
dan men;gkritisi ‘kebijakan-pemerintah yang banyak merugikan Bangsa
Indonesia rsen‘diri. |

|
Pada masa inilah terjadi pergeseran dari gerakan 'sosial ke politik ,
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kalinya dalam sejarah Muhammadiyah dipimpin oleh “orang sekolahan”

(cendekia\:l.ra.n,E bukan unlama tradisonal ). Pada masa inilah tefjadi multi kritisyang

berakibat den‘gan tumbangnya rezim Ord Baru yang telah berkuasa selama 32

tahun.

1.

Transisi I\!Ienuju Demokrast

Déngan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenanya yang
telah diduéluki selam 32 tahun pada tanggal 21 Mei 1998 berakhirlah rezim
otoriter orde baru diganti oleh rezim baru yang menamakan diri reformasi
dengan Habibie sebagai presiden pertama era ini. Naiknya Habibie telah
membukaf kran demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga
emnimbull'.can euforia politik atau mabuk kebebasan. Perpindahan rezim ini
tidak bisa!dilepaskan oleh sosok Amien Rais selaku ketua Muhammadiyah
saat itu, di':mana ia menjadi lokomotif reformasi.

Jalan menuju transisi demmikrasi di setiap negara tidak berjalan
mulus. Pemerintah baru manapun yang tengah memasuki trasnsisi manuju
demokrasi% umumnya menghadapi sejumlah masalah serius. Masalah yang
paling mendasar yang sedang dihadapi pemerintah transisi adalah keharusan
melembagfakan demokrasi sebagai alternatif tunggal bagi otoriterianisme yang
temyat-a tf%lah gagal sebagai landasan pblitik bagi kehidupan bermasyarakat
dan berbﬁ'ngsa. Dalam demokrasi membutuhkan persetujuan. Persetujuan
membutu}ii(an legitimasi. Legitimasi membutuhkan kinegja yang efektif.

Tetapi efektifitas bisa dikorbankan untuk persertujuan. '’
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Nz;iknya Habibie sebagai presiden ke-4 negeri ini menggantikan
pendahulurnya yang juga gurunya menimbulakan pro dan kontra mengenai sah
tidaknya kenaikan tersebut. Selama tida dekade Soeharto berkuasa yang
didasarkan pada legitimasi yang dipaksakan, schingga apa yang dialami oleh
Habibie kini mendapatkan akibat dari kebijakn yang telah dilakukan oleh
pendahului_nya. Karena proses pemindahan kekuasaan dari soeharto ke Habibie
yang dilal'{uka tidak di gedung MPR menimbulkan adanya dua kelompok
besar yang mendukung dan yang menolak legitimasi pemenntahan dari
Habibie.

Ké¢lomok yang menganggap proses peralihan kekuasaan itu tidak sah
dan insko:nstitusional karena prosedur dan dasar hukum yang dipakai cacat
dan lemah ini terdiri dari Barisan Nasional dengan tokohnya seperti subroto,
Kemal Idris, Ali Sadikin, dan Dimyati Hartono yang pada tanggal 17 Agustus
1998 mendeklarasikan “Manivesto Demokrasi “ dengan tegas menolak
pemerintahan Habibie yang dinilai tidak sah dan tidak mempunyai landasan
hukum ya;ng jelas. °

Sti:dang kelompok yang mendukung suksesi ini sah menganggap
proses suicsesi dari Socharto ke Habibie diatas sebagai fakta kontitusional,
sehingga ‘{cidak perlu diragukann lagi legalitasnya berasal dari kelompok Islam
termasuk:y‘ang menerima naiknya Habibie ini. Mereka bersal dari KISDI,

HM]I, PII, dan Muhammadiyah serta Fimpina ABRI.Bahkan dalam pertemuan
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Ma’arif m';enggagas elﬁpat politik permasalah umat yang menyankut kualitas
umat yan;l_g tidak sebanding dengan kuantitasnya, ketertinggalan di bidang
ekonomi, fperpecahan kalangan umat seﬁdiri dan lemahnya posisi tawar
menawar 'ldalam politik schingpa selalu menjadi subordinat dari kekuatan
Iainnya.2li |

Mjﬁsalah yang sedemikian besar hasil warisan rezim lama merupakan
masalah .iyang harus segera ditangani secepat mungkin, karena kal;au
diabaikan| akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat, seperti tingginya
angka penfgangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang semakin besar antara
yang kay;{:l dengan yang miskin serta ancaman disintegrasi bangsa, untuk
itul;ah m*:aka tugas habibie adalah untuk sesegera mungkin melakukan
reformasi ;disegala bidang kehidupan.

A!genda reformasi yang digulirkan diantaranya adalah penegakan
SUpremasii hukum, - pemberntasan KKN, penghapusan Dwi Fungsi ABRI,
Penegakan HAM, amandemen UUD 1945, percepatan Pemilu dan sebagainya.
Pada maéa_ pemerintahan Habibie yang sebentar ini telah lahir banyak
keputusaxji penting yang akan berpengaruh terhadap jalannya sejarah Indoneisa
di kemusian hari. Dantaranya adalah pembebasan tahanan politik yang semasa
orde baru masuk penjara tanpa proses hukum yang jelas, penyelenggaraan
otonomi éacrah dan scbagainya.

Dan pal;ing penting adalah lahimya UU No 3 tahun 1999 tentang



?

1999 ini aéialah pemilu yang paling demokratis setelah pemilu 1955 yang lalu.
Dalam pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilun, _salah
satunyapé%erta pemilu adalab parpol yang dipimpin oleh Amien Rais, sebuah
parpol yan!g fahir untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakng
agama, su:hbangsai, dan kedaerahan. Maka laﬁirlah Partai Amanat Nasional
(PAN) pada Agustus 19987

Ada dua hal yang menarik dalam periode ini dimana Amien Rais
selaku ket_jua PP Muhammadiyah mengundurkan diri selaku ketu umum untuk
lebih berlion_sentrasf dalamm memimpim PAN &ang baru didinkannya, dan
kedua hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah yang'mcrek()me'ndaskan agar
Muhamme;ldiyah menyalurkan aspirasi politiknya secara nyata untuk
mewlj udlzfm pintu-pintu politik bagi umat Islam.**

Dalam pemilu 1999, PDI Politik tampil sebagai pemenang pemilu
dengan meraih angka 33, 76 % yang di kemudian diikuti oleh Paitai Golar
dengan 22, 46 % lalu diikuti PKB dengan 12,62 % dan kemudian PPP dengan
10,72 % (iian PAN sendiri yang dipimpin mantan ketuva PP Muhammadiyah
Amien Rais hanya inemperoleh 7,12 %

K?kalahan PAN dalam pemilu 1999 ini banyak kalangan yang kecewa
karena disinyalir bahwa ternyata tidak semua anggota Muhammadiyah
menyalurk;lan aspirasinya ke PAN yang dipimpin oleh mantan ketua

Muhammédiyah, walaupun memang secara organisatoris tidak ada hubungan

i
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antara Mﬁhmnmadiyah dengan PAN, ini merupakan suatu ironi ketika anggote'.l
Muhammadiyah sendiri mempunyai sekitas 28 juta umat ini, sedangkan PAN
hanya mémperoleh 7 % atau sekitar &, 53 suara saja. Asumsi sejak awal
bahwa “Iicommlitas matahari”  yang berjumlah 28 juta akan menetapkan
pilihanny%i pada partai ii, walaupun ternyata rontok di tengah jalan.

Sedangkan kelahiran Pan sendiri merupakan hasil Tjtihad dari Sidang
Tanwir c:ﬁ Semarang tahun 1998. Ada sebagian pendapt yang menilai
kekalahat?l PAN ‘ini karena PAN secbagai panﬁi yang lahir dari Ijtihad politik
orang-orang Muhammadiyah ternyata tidak meﬂdapatkan dukungan dari sosio
kultural \f;varga Muhammadiyah sendiri..diantaranya karena -asas yang tidak
Islam, Dfari ‘sinilah maka keinginan Amien Rais untuk menduduki
Sebagaipr'esidenE RI ke4 dirasa sangat mustahil dan tidak etis dengan

perolehan': sebesar itu,

Arti Penéing Reformasi Bagi Muhammadiyah

Melihjat perilaku politik Muhammadiyah selama era reformasi dani tahun
1598 sam%pai tahun 2004 ini, setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk
dapat dikaji lebih dalam, sehingg dapat diketahui bemang merah perilaku
politik Mubammadiyah itu sendifi. Adapun hal- hal menarik pada era
reforrnasi yang ada pada perilaku politik Muhammadiyah adalah scbagai

berikut : |
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Muhammizdiyah, yang menarik penolakan ini bukan karena Mega adalah
perempua?n namun karena sebab lainnya.

Keenam, Dalam Sidang Tanwir di Makasar yang dilanjutkan dengan
Sidang Pleno Lanjutan di Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh organisasi
otonom, "Muham.madiyah mengahsilkan rekomendasi untuk mendukung
sepenuhn}:Ja langkah Amien Rais selaku mantan ketua PP Muhammadiyah,
tokoh ref::'ormasi dan kaser terbaik bangsa dan untuk memperjuangkan
kelanjutari reformasi dan menyelamatkan bangsa dalam pemilihan presiden
pada permilu 2004,

Rumusanf Masglah

szuﬁ urai#n latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pérﬂa ku politik Muhanungd{vah dalam percaturdn
politik di Indonesm sejak runtuhnya otoriterianisme Orde Baru sampai
pemilu 2004,

Tujuan Penelitian

Pen:elitién ini bertujuan untuk memberi jawaban terhadap rumusan
masalah diatds, yaitu bagaimanakarakteristik sikap dan perilaku politik
Muhammé,diyah dalam percaturanp di Indonesia sejak runtuliﬂya
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B. Kerangkaf: Dasar Tem:i

Kérangka dasar teori yang dimaksudkan adalah teori-teori yang
digunakan 'dl dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas,
sistematis, _;dan ilmiah. Adapun beberapa definisi teori sebagai berikut :

Menurut Masri Singarimbun, teori adalah serangkaian asumsi, konsep,
defnisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara
sistematis suatu fenomena tertentu dengan cara merumuskan hubungan antar
konsep.” :

Sedangkan menurut Koencoroningrat, Bahwa teori adalah permyataan
mengenai :sebab akibat atau mengem; adanya suatu hubungan positif antara
gejala—gejafla yzing diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam
masyarakff!t.26

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai kerangka dasar atau
pijakan dalam penelitian ini adalah : |

1. Perilaku Politik
Menuirut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku politik mempunyai
pengertian tangpapan atau eaksi individunyang terwnjud dalam gerakan (

sikap ) tiddk sajd badan atau ucapan.”’

25 Masri Singarimbun, Mefode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37
- Kuncoronongrat, Metode-Metode Penelitian Masyakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal 14.

I L |1 DR JEDER / U, T JEpGr



Ko;xlponen perilaku politik dalam struktur sikap menunjukkan
bagaimana perilaku atau kecenderungan sikap yang dihadapi. Kaitan ini
didasari bzihwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.?®

Seélangkan perilaku politik juga dapat diartikan sebagai fungsi dari
kondisi sé)s'ia, eI;onomi, dan fungsi kepentingan, maka perilaku politik
sebagainya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi, dan kepentingan suatu
masyarakat atau golongan dalam masyarakat tertentu, Perilaku politik dapat
juga dJartlkan sebagai perbuatan, perlakuan, dan tindakan dan juga aksi yang
dljalankan- oleh mdmdu, atau kelompok, atau masyarakat sebagai respon
sebagai snjmulan dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa
dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk. 2 Lebih lengkapnya
seperti pendapat dari Jack P. Plome dan Helene bahwa perilaku politik
merupakan pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses
memerintah. Yang ‘termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan
internal ( pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan ) dan juga kegiatan-kegiatan
yang nampak seperti pengumutan suara, gerak, kaukus, dan kampanye.

Ramldd Surbakti mendifinisiklah perilaku politik sebagai kegiatih
yang berkgnadh dengan prosés pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik ,
intefaics:i anta.rzi pemerintah dan masyatdkat, antar lembaga pemeriniah, aiitara
kelompbki dan individu dlam masyarakat dalam rangka prses pembuatan,
pelaksana%;, dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik dapat juga

diartikan sebagai perbuatan, [perlakuan, atau tindakan dan juga aksi yang
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dijalankan ' oleh individu atau kelompok atau masyarakat sebagal respon

terhadap ;;olitik . Dari uraian diatas setidaknya dapat disimpulkan bahwa
perilaku pbliﬁk yang digunakan dalam penelitian ii adalah semua aktifitas
yang dilakukan oleh individu terhadap objek politik tertentu yang terutama
sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan dalam
berbagai t?entuk. Untuk mempermudah penelaahan, perilaku politik dapat
dilihat dari dua masalah mendasar, yaitu apa yang terjadi dan mengapa dapat
terjadi. Penyerderhanaan ini semata-mata untuk membantu mencapai sasaran
mendislu'if:)sikan tindakan atau perbuatan politik dan penjelasannya.

Kajian perilaku politik dapat dengan menggunakan tiga unit dasar
analisi, yaitu individu sebagai aktor politik , agregasi politik dan tipologi
kepribvasii'an politik. Agregasi politik yaitu kelompok individu yang tergabung
dalam org?anisaqi, seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi dan
lembaga-lembaga pemerintah, dalam istilah lain dikenak dengan nama
perilaku bolitik kelembagaan. Yaitu didalam lembaga-lembaga itu sendini
sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selain perilaku politik secara umum
juga dapa‘t ditentukan oleh sistem lain yzing diyakini organisasi tersebut atau
nilai-nilai'sosial ydng berlaku dalam masyarakt tetentu.

Perilaku politik dalam sudut pandang sosiologi dapat dikategotikan
sebagai salah satu bentuk perilaku sosial atau tindakan sosial terutama yang

I .
berkaitan, dengen kehidupan politik ( Welbumn, 1978 :4 ). Oleh karena itu,

k
:
;

2 Abdul Munir -_'Mulkan, Perbuatan Periluku Politik dan Polarisasi Umat Islam1965-1987Dalam
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tindakan sosial disini memiliki arti luas, menyangkut semua kelompok sosial,
perilaku sﬁsial, dan akses kepentingan baik secara kolektif maupun individu.

Peinbahasan perilczku politik diartikan sebagai kegiatan yang
berkenaan.‘j dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
Kegiatan ]{)olitik ada yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan fungsi
pemerimai'l dan kegiatan politik yang dilakukan masyarakat dengan fungsi
politik.

Perilaku politik Muhammadiyah adalah politik yang dilakukan oleh

© warga yar;g dikategorikan politik kelompok dari organisasi Muhammadiyah

dalam proées po]itik.3 0

Asumsi dasar yangdikembangkan sebagai bangunan konsep dan teori
tentang perilaku politik Muhammadiyah ialah kecenderungan sikap moderat,
akomo‘datif | yang selama ini melekat dan menjadi corak yang khas dan
gerakan Mubammadiyah, yakni perilaku politik kooperatif dan senantiasa
ingin menjaga jarak dalam semangat netralitas dalam watak gerakan kultural
Muhammadiyah. *'

Orientasi politik Muhammadiyalt dapat dikategorikan menjadi tiga
bagian, yaitu :

Pez:-ta:ha. sikap politik yang cetiderung menarik garis batas de:igén
kekuasaan dan sathpai batas tertentu mefiunjikkan sikap oposisi atau radikal
terhadap :kekuasaan. Kedua, Akomodasionis, yaitu sikap politik

kompromi[';',tik atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan ( pemerintah, negara

:
30 vwo Ca WYL Pt I DA TR hleaa e Lol Trsnncinnne Vamrmlraeta AN hal 40



b.

) tetapi tidiak den.gan mengintegrasikan diri dalam kekuasaan selain terbatas
pada kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap berpegang pada
prinsip gerakan Muhammadiyah. Ketiga, Pragmatis, yaitu sikap politik yang
mengintegrasikan diri dalam kekuasaan ( pemerintah, negara ) dan masuk
dalam struktur keékuasaan itu dengan kecenderungan meninggalkan label
1deologis I\:duhammadiyah.

‘Secara terperinci ketiga pola tersebut yang mengambarkan pola
perilaku politik Muhammadiyah dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Perilaku Politik Idealis

Istilah idealis digunakan mérujuk pada pandangan kelompok sejak
Masyumi: dibubarkan tetap berkeinginan mengembangkan tatanan politik
Islam sendiri dikalangan Umat Islam.Dalam pandangan Abdurrahman Wahid
kelompolé Islam ini memiliki idelisz;si Islam yang membedakannya dan
kelompok Islam yang ﬁenj adikan Islam sebagai faktor pelengkap.
Perilaku Politik Akomodatif

Peri;laku Politik Akomodatif merupakan mayoritas dari komunitas

Muhammadiyah yarig menunjukkan sikap netral pada organisasi sosial politik

apapun, tetapi melakukan pilihan politik sesuai dengan aspirasi masirg-masitig,

dan melakukan hubungan yang intensif dengan pejabat pemerintah serta ingin

tetap memelihara Muhammadiyah yang menganut asas kenetralan dan

kecenderungan menarik Muhammadiyah kesalah satu organisasi sosial politik

tertentu.
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¢. Perilaku Pélitik Pragmatis.
Peril:aku Politik  Pragmatis.merupakan perilaku yang lebih
memanfaat'kan Muhammadiyah dari pada memperjuangkan Muhammadiyah
{
dalam percaturan politik, Kendati yang bersangkutan menolak tudingan yang
demikian.:
Sedz}ngkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik
Muhamma"idiyah adalah ssbagai berikut :
1. Faktor Budaya Politik Muhammadiyah
Kebudlayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang
melekaét dalam diri aktor, dapat dianalisi dalam beberapa tipe orientasi.
Yaitu ; penalha, orientasi kognitif, berupa pengetahuan dan ke[percayaan
pada séistem politik , peranan dan segala kewajibannya, serta input dan
output dari sistem tersebutKedua orientasi efektif berupa perasaan
terhadélp sisitem politik , peranannya, para aktor dan perannnya.Ktiga
orientasi evaluatif berupa keputusan —keputusan dan pendapat-pendapat
tentang objek-objek - politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi
standar nili dan orientasi keyakinan nilai-nilai dan pengetahuan yattg
mer;l-pengé.ruhi perilaku politik seseotang atau sekelompok ofaﬁg daldrii
beragam bentuk sikap, tindakan dan pattisipasi politik .
2. Faktor Kekuasaan Elit Muhammadiyahi
Kekuasaan elit Muhammadiyah berarti peran yang dilaksanakan

i
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memp;ngaruhi orang atau kelompokpihak lain, sehingga sesuai dengan
tujuan atau kepentingan yang dikekendaki.

jKonsep operasional yang dipandang menentukan damn menjadi
fokus Rajian ﬁlan faktor kckuasaan elit Muhammadiyah ialah kelompok elit
mana ‘saja yang - i)aling berpengaruh dalam struktur kepemimpinan
Muhammadiyah yang pada akhirnya ikut mempengaruhi orientasi pelitik
Muhan:lmadiyah dan gerakan Muhammadiyah pada umumnya dalam
bidang' sosial kemasyarakatan dan pembabaruan agama  Elit
Muhar;lmadiyah secara posisional dapat di kategorikan dalam strutur yang
| mengaénbarkan adanya funglsi-ﬁmgsi kekuasaan  berdasarkan
wewer{angresmi organisasi maupun fungsi-fungsi pengaruh diluar
weweﬁag resmi.
. Faktor Kepentingan P'olitllk Muhaminadiyah

Kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh setiap aktor,
merupgkan faktor dalam perilaku pelitik individual maupun kelompok,
yang Selalu melekat dalam proses politik dimanapun danckapan
pun.Menurut Roy Macridis bahwa kepentingan merupakan kekuatan
pendorong yang utama bagi manusia dal dalam setiap tindakan manusia
di‘dasar:kan pada pemilikan kepentingan.

Dalam kaitannya dengan perilaku politik Muhammadiyah |,
kepentingan politik ditujukan oleh aspek-aspek berkut. Pertama,

kepentingan untuk mengalokasikan nilai-nilai keagamaan ( kepentingan
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akses cikonomi yang berkaitan dengan pengembangan individual warga
Muham'_madjyah untuk ‘melakukan mobilitas vertikal baik yang bersifat
politik, :ekonomi, maupun karir,

§ehingga perilaku politik Muhammadiyah diera reformasi adalah
politik iyang dilakukan oleh warga yang dikategorikan politik kelompok
dari organisasi Muhammadiyah dalam proses politik , di zaman atau masa

sejak runtuhnya otoriterianisme orde baru sampai pemilu 2004.

2. Politik |

Politik adalah hal-iial yang berhubungan dengan pemerintahan,
lembaga:-lembaga dan proses-proses. politik , presure groups, hubungan-
hubungdn interasional, dan tata pemerintahan. Semua ini merupakan
kegiatan perorangan maupun kelompok, yang menyangkut hubungan
kemanusiaan dan perorangan.*

Dalam’ kepustakaan IImu Politik ternyata jugs ada bernmacam-
macam definisi mengenai politik , yang pada umumnya dapat dikatakan
bahwa ;;olitik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem-itu dn juga
melaksanakan tujuan itu.*?

Jika politik disamakan dengan kekuasaan, maka politik adalah
semua kégiatan yang menyangkut masalah Muhammadiyahmerebutkan

dan merﬁpertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan

1
3

%2 Ensiklopedi Indonesia, PT. Ictiar Baru-van Hoove, ha! 78
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kekuasazan itu mempunyai tujuan nmenyangkut kepentingan seluruh
. masyardkat.
}!’olit'ik sendiri mempunyai batasan-batasan politik sepertl yang
dikemukakan oleh Miriam Bidihardjo yaitu |
1. i\legara ( State )
2. Kekuasaan ( Power )
3. iPengambilan Keputusan ( Decisipn Making )
4. Kebijakan ( Policy, Beleid )
5. Pembagian (Distribution)
3. Muhammadiyah : Sebagai Organisasi Dakwah
3.1 !Pengertian Organisasi
;Ada beberapa macam pengertian organisasi, beberpa merupakan
cuplikan peng:ertian organisasi menurut beberpa pakar, diantaranya 3,
a. Cnl Soffe;;
MMzi-mula orgarﬁsasi didefinisikan sebagai perserikatan orang-orang
'yang berkelompok bersama-sama sekitara penca;paian tujuan tertentu. Namun
lebih lanjut dildeﬁnisikan sebagai berikut :
Organisas!i adalah perserikatan oralig. yang masing-masing diberi peranan
tertentu dplam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dalam mana pekerjaan
itu dibagi%fnenjadi rincian tugas, diberikan diantaranya peinegang peranan, dan

kemudian digabung beberapa bentuk hasil.
. t

y
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b.

Ibnu Syamsi

Organisasi dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah kerjasama
kelompok oorang yang berkerjasama dalam mencapai tujuan.Sedang organisasi
dalam arti ;dinamis adalah suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk
mencapai tujuan tertentu. Dari pendapat diats dapat disimpulkan bahwa :

1. Orgamfsasi dilihat sebagai sekelompok orang.
2. Orgarlfsasi dilihat sebagai suatu proses pembagian kerja.
3. Organisasi dilihat sebagai suatu kerjasama, sistem hubungan sosial.
3.2 ' Organisa"si Kemasyarakatan

. Da"lal.m pengertian schari-hari konsep tentang ormas seringkali
berhzidapalh dengan organisasi politik , ormas adalah sekelompok kepentingan,
sedangkar organisasi politik adalah partai politik.

Jika dikaitkan dengan hubungannya dengan- pemilu dalam parlemen
memang benar bahwa ormas tidak punya aksss langsung dalam pembentukan
pola keterwakilan politik secara nasional, sehingga partai politik adalah
sebagai lembaga yang sah sebagai salran poliiik , tetapi dalam pendekatan
“powe politik “ ormas adalah sama pentingnya seperti organisasi politik .
Konsep power politik memiliki mobilisasi massa, dari legitimasi aktual
terhadap opini publik. Power Poliiic menilai organisasi atau kelompok

berdasarkan kepentingan, sekaliguskekukatan politiknya. Karena organisasi

“ini dibentuk berdasarkan “kepentingan besar”maka ormas dinilai sama peran

politiknya, dibandingkan dengan organisasi politik dalam pencapaian
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yag dibentuk sedekar untuk iseng, kalaupun ada keisengan sebagai tujuan
bersama, algka'm punya dampak positif yang kemungkinan sama hebatnya dapi
pada yang ;esun gguhnya,
4. Refor'l%lasi

zIstilah Refofmasi,menurut’ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat
.diartikz:_m sebagai “perubahan radikal untuk perbaikan ( bidang sosial,
politik,; atau agama ) di suatu masygrakat atau negara”.36 Dengan kata lain
bahwa reformasi berarti usaha untuk mengubah atau memperbaiki keadaan
dalam bidang sosial, politik, agama, dan lain sebagainya.” Dengan
demiki:an gerakan reformasi beﬁnakna gerakan yang menginginkan
perubajhan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama
diSllatIEl masyarakat atau negara. Mengenai gerakan reformasi Eh;’ indonesia
sasararlmya lebih pada menginginkan perubahan radikal untuk perbaikan di
bldang hukum dan politik, seperti suksesi nasional, penolakan Dwi Fungsi
ABRI, dan semua produk politik rezim Orde Baru yang dianggap represnf
perjuangan bagi demokratisasi, pemberantasan KKN dan penegakan rule

|
of law.

tGerakan reformasi di Indonesia merupakan titik kulminasi dari

|

kekecewaz]m rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu. Rezim orde

t
]

baru yangi telah berkuasa selama tiga dekade telash memperlihatkan ketidak

mampﬁzmﬁya terhadap berbagai krisis multi dimensional barupa krisis

ekonomi, f:politik, dan supremasi aparat birokrasinva gerakan yang dimotori

§




oleh mahasiswa ini menuntut agar pemerintah memenuhi aspirasi rakyat
berupa demokratisasi dan keterbukaan.

Keterbukaan yang dimaksud adalah dengan menunjukkan kesediaan
pemerintali; untuk mendengarklan dengan sunggub-sungguh suara yang
berkernban'lg di dalam masyarakat dan berusaha dengan sungguh-sungguh
agar aspirasi masyarakat tersebut dapat dipenuhi oleh kebijkan yang di buat
oleh pemerintah. Akantetapi harapan masyarakat tersebut cenderung
terhambat :karena adanva upaya pemerintah untuk mempetahankan status quo
yang tercefrmin dari 'sikap pemerintah yang tidak konsisten atau plin plan.33
Sehinnga ;I)ada akhirnya aspirasi terseb.ut di implementasikan dengan turun ke
jalan dengm cara berdemonstrasi. Ada beberapa tuntutan yang merupakan
aspirasi raicyat tersebut, yakni :

4.2 Reformasi Sosial Politil.(

Pada bidang ini rakyat memeintta kepada pemerintah untuk
memperbaharui sistem politik yang ada secara menyeluruh. Reformasi secar
menyeluruh diartikan sebagai perubahan segenap sisitem atau kehidupan
politik , baik berupa aspek atau unsur-unsur yang berarti bahwa reformasi
politik menyangkut aspek kultur, struktur, proses dan prodduksi. Dar
kehidupartl politik di Indonesia yang sedang diberlakukan dewasa ini.Berarti
pula bahwa ideologi, konstitusi, penguasa eksekutif, legislatif,
yudika’tif,birokrasi, organisasi politik , organisasi masyarakat, masyarakat

37 1 Badudu dan Sutam Muhammad Zain, Kamus Ummum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan,

" Jakarta. 1994, hal 1146
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sipil, pemiiu, pola interakis kekuasaan sampai kepada ber‘bagai kebijaksanaan
publik seb:iilgai unsur politik yang memerlukan pnembah.aruan.z’9

Selain iitu adanya rformasi politik diharapkan akan terjadi pembelajaran
tentang df:mokmsi bﬁgi masyarakat, karena seperti di ketahui bahwa selam
aorde bard.berkuzisa, asinirasi masyarakat tentang demokrasi begitu di batasi
dan suarariya dibungkam. Kini di era reformasi masyarakat semakin kritis dan
menghendaki untuk berpartisipasi lebih luas.
4.3 Reformasi Ekoncmi

| Harus diakui bahwa selama 32 tahun orde baru berkuasa, Indonesia

mengalam;i pertumbhan ekonomi yang sangat pesat. Indonesia mengalam,i
penumbul'!lan ekonomi hampir tanpa putus sejak dimulainya pemerintahan
orde baru oleh Socharto pada tahun 1966.*° Akan tetapi sejak reformasi
bergulir maka terlihatlah bahwa pertumbuhan ekonomi yéng sangat cepat itu |
hanya berisifat semu belaka.Hal ini terjadi karena pengeroposan dari dalam
oleh tindakan KKN yang dilakukan oleh para penguasa bathil beserta kroni-
kroninya.i

Adanjéa kelemahan pondasi tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi
negara yang paling parah saat kriris moneter menyerang kawasan regional
pada tahun 1997 yang lalu. Kurs mata uang rupiah pun menjadi jatuh dan
hutang lixlar negeri semakin membengkak. Krisis ekonomi pada akhirnya

memunculkan tuntutan adanya pembaharuan pada bidang ekonomi dengan

" Arbi Sanit, Reformasi Politik, Pusiaka Pelajar, Pustaka Pelajar, 1998, hal 105.

“ Gerry nan Klinken, Dari Ngebut Menjadi Mogok, dalam Titik Tolak Reformasi : Hari-hari



berpijak pa'da politik ekonomi Indonesia sebagai paradigma baru yang haru
sditempuh dalam era reformasi meninggalkan politik ekonomi orde baru.

'Politik ekonomi yang pertama adalah penghapusan sentralisme
dengan melaksanakan desentralisasi pembangunan melalui otonomi daerah
secara penilh dan .luas; kedua, melepaskan ketergantungan utang luar negen
dalam hal:ini Indonesia telah bertekat mengakhiri kerjasama dengan IMF (
International Monetery Fund ). Pada akhir 2003; dan ketiga, melepaskan
kctergantu%gan pada migas kecuali memproduksinya untuk cadangan
nasional.B’iagi pemeﬁntah pusat pendapatan negara yang utama adalah dari
pajak. Denagn adanya reformasi ekonomi diharapkan Indonesia kembali
menemuk:in format ekonomi yang berpihak kepada rakyat, karena rakyatiah
yang palin"g mmerasakan penderitaan akibat krisis ekonomi tersebut.
4.4 Reformasi Hukum

l Pemerintahan orde baru seringkali menerapkan cara-cara represif
dalam mr:anyelesaikan setiap masalah yang ada. Banyak contoh yang
melibatkan intervensi birokrat dalam setiap kasus, misalnya saja pada kasus 27
Juli 1996, yang sebenamya masalah intern PD], atau pad akasus pembuhuhan
wartawangkoran Bemnas. Adanya campur tangan aparatpemerintahan dalam —
kasus-kaséls tersebut karena tidak adanya kemandirinan dari lembaga

peradilan jitu sendiri sehingga pada gilirannya lembaga peradilan tersebut
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Denagn tiada laginya kemandirian kekuasaan, kehakiman
Indonesiaé_ maka para hakim dan kekuasaan kehakiman itu termasuk
mahkamah agung, selain dikenal luas ol;:h masyarat sebagai mafia peradilan
yang melajkukan tindakan—lindakan yang tidak terpuji, tidak patut dan merusak
citra banésa, seperti KKN dalam proses membpuat putusan-putusannya, juga
telah me’njadi alat  politik kekuasaan pemerintah untuk menjalankan
pemerintaﬁh’an secara totaliter dengan menangkap memenjarakan orang tanpa
alasan be;tenlangan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan The rule of law
serta prinsjip “demi keadilan berdasarkgn ketuhanan Yang Maha Esa”. Denagn
kata lain l;ekuasaan perasilan beserta para hakim-hakimnya telah bekerjasama
dengan pihak] pemerintan sebagai alat kekuasaan untuk menguasai rakyat.

Berdasarkan pengalaman masa lalu itulah maka pada era reformasi
sekarang 1:ni diharapkan kekuasaan peradilan bisa secara arif menata dini dan
membcbaiskan diri dari segaya budaya terhadap kekuasaan lain.

5. Otoriterianisme dan Orde Baru
5.1 i’éngertian Otoriterianisme
Istilah otoriterianisme mengacu pada istilah sifat otoriter atau paham
untuk; mematuhi  seseorang atau suatu  badan secara mutlak.
Otoriterianisme berkembang dari istilah otoritarian yang berarti otoriter
atau r%nenganut paham kepatuhan kepada seseorang atau badan, sedang
akar lf':ata dan kedua istilah itu { otorterianisme dan otoritanan ) berasal

dari kata otoriias ( autority } yang dapat diartikan menjadi : (1) wibawa,
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wewenang dan, (6) sumber.”’ Lebih jauh otoritas dalam arti wewenang

dapat, didefiisikan sebagai pengaruh yang berasal dari penerimaan
seseorang yang mau mangakui hak orang lain untuk membuat peraturan-
peran;r:m,- mengeluarkan perintah-perintah, dan melaksanakan peraturan
atau jpen'ntaﬁ itu. Otoritas atau wewenag dalam sistem politik dapat
dimalimai bahwa “rakyat mau mengikuti peraturan-peraturan, menarima
akibalit-akibat, dan patuh kepada keputusan para peiabat yang
memt;*:n'ntah."2

5.2 ()?toriterialimisme Orde Baru
. Otoriterianisme orde baru dapat diketahui dari moedel-model yang

dipaléai untuk menjalankan politik otoriternya, seperti beberapa pendapat

berikut :
Menurut Moctar Mas’ud,® model otoriterianisme orba adalah
mode! birokratik otoriter korporatis yang mempunyi ciri yaitu :

(1) Pemeribntah dipimpin oleh militer yang bekerjasama dengan
tteknokrat sipil, (2) pemerintah didukung oleh pemilik modal
domestik atau perusahaan besar yang memiliki hubungan khusus
dengan negara kapitalisme internasional mendominasi perekonomian
Indonesia, (3) pembuatan kebijaksanaan lewat pendekatan teknokrat-
';birokratik bukan lewat tawar menawar, (4 ) mobilisasi massa, parpol

dan kelompok kepentingan dinonaktifkan, dan penciptaan jaringan

41 yhon M. Echiol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1990, hal 46.



origanisasi korporatif, (5) tindakan represif bagi oposisi,” dan (6)
lei'mbaga kepresiden yang kuat dan otonom.

l Sedangkan menurut Arief Budiman menamakan otoriterianisme
oirde baru dengan model negara otoriter birokratik rente,** sebagai
pembanding dengan Korea Selatan. Dengan ciri-ciri  kaum
bémjuasitidak terbentuk, adanya imbalan, rente, onngkos sewa dan
pengusaha kepad elit penguasa.Dan menjadikan birokrasi sebagai”
aiat produksi” untuk akumulasi modal lewat sistem rente.

6. Pemilihan Umum

6.1 Péngertiann Pemiliahan Umum

| Secara garis besar pemilu mempunyai pengertian sebagai suatu
cara aiaﬁ sarana untuk menentukanorang-orang yang akan mewakili rakyat
'menjei%lankan roda pemerintatian. Atau dalam pengertian lain yaitu cara
untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya itu harus dilaksanakan
dalan‘i waktu tertentu. Pemilunhakekatnya merupakan suatu kenyataan
yang dilakukan oleh rakyat pemilih untukmemilih wakil-wakilnya ataupun
pejabfat-pejabat untuk dapat duduk dalam lembaga perwakilan rakayar
yang selanjutnya disebut DPR.

f Pemilu merupakan pranata terpenting tiap-tiap negara demokrasi.
Prana;ta ini berfungsi untuk memenuhi teiga fungsi pokok demokrasi, yaitu
. kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah

3
secara teratur,




&Kedua. rotasi Kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan
teljadixllya -rotasi kekuasan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan
damai. Jadi, tidak ahanya satu orang yang selalu memegang jabatan,
sementara peluang orang lain tetutup sama sekali, biasanya, partai politik
yang menang dalam pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk
eksekutif yang mengendalikan pemerintahan pada pemilihan berikutnya.
Dalam negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotsasi kekuasaan
biasan:ya rendah pula.Bahkan peluang untuk itu sangat terbatas kalaupun
ada, hal itu banya kan dilakukan dalam lingkungan yang terbats
dikalangan elit politik saja.

' Ketiga, Rekruitmen yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadiya
rotasi kekuasan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka.
Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan
politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam
Imelakukan kompetisi untukmengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang
tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup.
Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oieh
bebera';pa gelintir orang saja.

' Keempat, Pemilihan Umum.Dalam suatu negara demokratis,
pemilu dilakukansecara teratur, setiap warga negara yang sudah dewasa
mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, serta bebas menggunakan hak

nya tersecbut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.Dia bebas untuk
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rasa takut atau paksaan, dar orang lain. Pemilih juga bebas untuk
melakukan segala aktifitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan
kampaihye dan menyaksikan penghitungan suara.

iKelima, Hak-hak dasar. Dalam sebuah negara demokratis, setiap
warga :masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas,
termas;uk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat ( fredom of
expresion), hak untuk berkumpul, hak untuk menikmati Pers yang bebas.

'Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk
menetl}kan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang
menyangkut dirinya dan masyarakét sekitarnya Dengan kata lain dia punya
hak untuk menentukan agenda apa yang diperlukan hak untuk berkumpul
dan bérserikat dapat diwujudkan memasuki berbagai organisasi politik dan
non politik. Tanpa dihalang-halangi oleh siapapun dan institusi manapun.
Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang dmokratis mempunyai
makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa
saja yang dipandang perlu sepanjang tidak mengandung elemen menghina,
menghasut, ataupun mengadu domaba sesama warga masyarakat.

C. Definisi Konsepsional
Kzonsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.
Jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui

pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, suatu konsep
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a. Perilaku Politik Muhammadiyah _
Adalah perbuatan, perlakuan, atau tindakan dan juga aksi yaﬁg (:iijalankan
oleh ( Pimpinan Pusat ) Muhammadiyah dalam mengalokasikan sejumlah
nilai yang bersifat mengikat bagi individu, kelompok atau masyarakat atau
dalam ikut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-
kebijakan publik sebagai respon terhadap politik . Dalam hal ini, tindakan
atau kegiatan Muhammadiyah baik sebagai lembaga atau dilakukan oleh
para aktor, terutama elit pimpinannya ( PP Muhammadiyah ).
b. Reformasi |
Adalah usaha unmk mengubah atau memperbaiki keadaan dalam bidang
sosial, poliﬁk , agama, dan lai sebagainya di suatu masyarakat atau negara.
C. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini perilaku politik Muhammadiyah de era reformasi
sejak runtuhnya otoriterianisme orde baru sampai pemilu 2004 akan
dideskn'psilkan kedalam beberapa indikator agar lebih terarah, yaitu :
1. Masa kepemimpinan Prof. DR. BJ Habibie scbagai Presiden RI ke-3
a. ,Sikap Muhammadiyah Terhadap Kepemimpinan Prof. DR. Ing
‘Habibie sebagai Presiden RI Ke-3
b. .Keinginan warga Muhammadiyah untuk mempunyai wadah politik
¢. Mendukung proses demokratisasi dan suksesi kepemimpinan

‘nasional lewat pemilu 1999

2. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI Ke- 4

.
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b. EKeterlibatan Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam Kabinet
!Pelangi dalam pemerintahan Abdwrrahman Wahid

c. :Kontribusi Muhammadiyah Dalam Menjaga Persatuan Bangsa
:_Pasca Kejatuhan Pemerintahan Abdurrahman Wahid

3. Meisa kepemimpinan Megawati Sukamo Putrisampai pemilu 2004

a. - Sikap Muhammadiyah terhadap naiknya Megawati Sukarno Putri
sebagai presiden RI Ke-5.

b. Pemnyataan-pernyataan elit Muhammadiyah dalam pemilu DPD

C. | Mendukung kader terbaik Muhammadiyah untuk maju menjadi

calon Presiden dalam Pemilu 2004

D. Unit Analisis
Untu:k mempermudah dalam penelitian selanjutnya dan urtuk membatasi
agar tidak'keluar dari fokus penelitian, maka unit analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
D. Metode Penelitian
1. Jenis ;Penelitian
’Jenis penelitian yang ﬁenyusun gunakari dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah suatu
meto&e dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sckarang. Tujuan daripada penelitian deskriptif ini adalai untuk membuat
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menge;nai fakta-fakta, sifat-sifat ‘serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.*
. Data l;)an Sumber Data
fﬁalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data
sekunder, dimana data sekunder ini adzlah data yang iperoleh dari buku,
jurnal,: majalah, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang
penyu.;:,un lakukan.
. Teknié{ Pengl;mpul Data
]?alam suatu penelitian ilmu sosial, rﬁaslah pengumpulan data

kadan:g bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu seseorang
peneliti sebelum térjun kelapangan untuk mengadakan penelitian terlebih
dahull; harusdapat menentukan teknik-teknik pengumpulan data yang akan
digunékan dalam penelitian nantinya. Sesuai dengan metode penelitian
yang ;elah penyususn tentukan diatas. Maka untuk memperoleh data-data
terseblut penyusun menggunakan teknik atau cara pengumpulan data yaitu :
a. Teknik Dokumentasi

D(;kume_ntasi elah di digunakan dalam peneliﬁan sebagai sumber data

karena dalam banyak hal dokumen dapat bermanfaat untuk menguji,

mlénafsirkan, bahkan untuk meramal. Teknik ini dipergunakan untuk

m;endapatkan data 'dengan cara melihat data dari surat-surat, arsip, dan

catatan-cataatan, buku dan dokumen-dokumen.




b. Tekr‘lik Wawancara
Menurut Lexi Moeloeng wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu :
pew"awancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
yané; mem,berikan jawaban pertanyaan.46 Sedangkan menurut Husain
Purnomo, wawancara secara sederhana diartikan sebagai tanya jawab
lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.*’

‘Adapun yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah
mereka yang berhubungan dengan organisasi Muhammadiyah yaitu
pengurus PP Muhammadiyah. |

4. Teknik: Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis
penelitian deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis data kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan teknik ata
kualitatif adalah “ data yang dikumpulkan berupa studi kasus dan bersifat
monografis, mudah diklasifikasikan dan‘ jumlahnya sedikit serta data yarig
diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisis dengan menggunakan
angka-angka melainkan dengan diinterpretasikan sesuai dengan twjuan

penelitian

. — .
4 Y avi Moeloene. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, 2001, hal 112.



' Sedangkan definisi data kualitatif menurut Lincolin Arsyad adalah
analisa data tanpa berdasar angka-angka perhitungan tetapi berdasarkan

atas pandangan, pendapat, dan pemikiran menganalisa data.*®

E. Sistimatika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan ini merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab
yang iada’ di dalamnyayang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definissi
konsepsional, metode penelitian dan sistimatika penulisan.
BAB II : PERILAKU POLITIK MUHAMMADIYAH :
DALAM PEi{APEKTIF HISTORIS
1. Perbandingan Strategi Perjuangan Umat Islam Kultural dan
Struktural
1.1 Strategi Perjuangan Umat Islam Kultural

1.2 Strategi Perjuangan Umat Islam Struktural

2. Orientasi Religius- Kultural (1912-1937)

Pada bagian ini Muhammadiyah masih seperti apa adanya sejak
organisasi ini berdiri atau sejak kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan,
dimana orientasi Muhammddiyah masih sederhana yang lebih
mementingkan tujuan utama gerakan inididirikan yaitu hanya bergerak

dalam bidang sosial keagamaan.
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3. Orientasi Politis/Struktural ( 1937-1971)
Dalaﬁ] bagian ini akan diterangkan secara panjang lebar tentang
kondisi Muhammadiyah , sejak dikalahkannya Kolonial Belanda oleh
periludukan Jepang samapai kekuasaan Rezim Orde lama tumbang dan
lahirnya rézim Orde Baru.

4. Orientasi Sosial-Kultural (1971-1995 )
Pada bagian ini akan dibahas tentang perubahan azas Muhammadiyah
menjadi Pancasila dan dalam hubungan vis anggaran vis dengan
pemerintah orde baru yang cenderung “anti Islam”. Dan adanya
gerakan kristenisasi dalam segala bidang serta hegemoni negara
terhadap semua organisasi dengan Pancasila sebagai azas tunggal.

5. Orientasi Politis- Kultural (1995-1998 )
Pada bagian ini akan diuraikan secar panjang lebar gerakan politik
Muihammadiyah pada masa Amien Rais yang ditandai dengan adanya
gerakan high politic dan tauhid sosial dan gaya politik dan kepimpinan
yang berbeda dari akomodatif-kooperatis menuju akomodatif kritif dari
seorang kiai ke prof.

BABII  ; PERILAKU POLITIK MUHAMMADIYAH DIERA

REFORMASI

1. Muhammaidiyah dan Suksesi Kepemimpiana Nasional

2. Dinamika Hubungan M'uilammadiyah dan Pemerintah
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Denagn lengsernya Presiden Soeharto dari panggunga politik
nasinal rnaka berakhirlah sudah rézim orde baru dan diganti oleh
masa_trasisi menuju demokrasi dibawah Habiie, pada saat ini
keterlibatan Muhammadiyah yang signifikan dalam mengantar
reformasi, bahkan ketua umumnya menjadi lokomotif reformasi,
dalam bagian ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kontribusi

Muhammadiyah terhadap perjalanan awal reformasi.

2.2 Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (1999-2001)

~ Pada fase ini terjad benturz_m yang keras antara pendukung dan anti
Abdurrahman Wahid, akibatnya menyeret Muhammadiyah diama
politik praktis, hal ini karena aset-aset Muhammadiyah yang
l- dirusak pendukung Abdurrahman Wahid, untuk pernbahasahya

dapat ditemukan dalam bdgian ini.

2.3 Masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri ( 2001-2004 )

Di era kepemimpinan Megawati ini kondisi bangsa semakin jauh
_dari reformasi yang ditandai dengan semakin trasparansinya KKN
dan gejala bangkitnya kekuatan status quo, hal in ditandai dengan
adanya kebangkitan kekuatan orde baru dalam berbagai bentuk

gerakan.

3. Perilaku politik Muhaihadiyah Menjelang Perhilu

1.

9

Kriteria Pemimpin Nasional Menurut Muhammadiyah
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3. Antara Muhammadiyah , Amien Rais dan Pemilihan Prcsiden
Langsung.
BAB IV PENUTUP
Dalam bab terakhir ini akan ditutup dengan memberikan kqsimpulan
dari penjelasan bab-bab sebelumnya yang disertai dengan rekomendasi

yang mendukung
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